
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 
 
Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

di daerah guna membiayai pelaksanaan 
pembangunan 
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan 
akuntabilitas;

 
b. bahwa 

Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

 
c. bahwa Undang

Daerah dan Retribusi Daerah 
Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa 
huruf a
tentang 

 
Mengingat : 1. Undang

Daerah
Tenggara Timur (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1649);

 
2. Undang

Peraturan Perundang
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In
 

3. Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
 

NOMOR 6 TAHUN 2011      
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

GUBERNUR BALI, 

ahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 
di daerah guna membiayai pelaksanaan 
embangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan 
akuntabilitas; 

ahwa semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pemungutan 
Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah;

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1649); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 

 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 
di daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan 

yang dilaksanakan berdasarkan prinsip 
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan 

semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
mengamanatkan pemungutan 

Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah; 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
perlu membentuk Peraturan Daerah 

Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah   beberapa   kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 

 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Nomor 1); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI 
  

dan 
 

GUBERNUR BALI 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan 
 

: PERATURAN DAERAH  TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

 1. Daerah adalah Provinsi Bali. 
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali. 
 3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 
 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

 6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi 
wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

 7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya 
retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

 10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

 11. 
 
 
12. 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar daripada  retribusi yang terutang  atau 
seharusnya tidak terutang. 
Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 



 
14. 

 
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

 
 
 

BAB II 
 

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 
 

Pasal 2 
 

 (1) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:  
a. Retribusi Izin Trayek; dan 
b. Retribusi Izin usaha Perikanan. 

 
 (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong Retribusi 

Perizinan Tertentu. 
 
 

BAB III 
 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
 

Bagian Kesatu 
 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 
 

Pasal 3 
 

 (1)  
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas 
pelayanan pemberian izin trayek. 
 
Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan 
penumpang umum pada suatu atau beberapa  trayek tertentu. 
 
Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 

   
 
 

Bagian Kedua 
 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
 

Pasal 4 
 

 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang 
disediakan, jumlah tempat duduk dan jenis kendaraan. 

 
 
 



 
 

Bagian Ketiga 
 

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
 

Pasal 5 
 

 Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan. 

 
 

Bagian Keempat 
 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
 

Pasal 6 
 

 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam 
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

Bagian Kelima 
 

Wilayah Pemungutan 
 

Pasal 7 
 

 Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di tempat pelayanan 
disediakan. 

 
 

Bagian Keenam 
 

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 
 

Pasal 8 
 

 (1) Retribusi Izin Trayek dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan.  
 

 (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa karcis dan kartu langganan. 
 

 (3) Dalam hal wajib Retribusi Izin Trayek tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 
 

 (4) 
 

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
didahului dengan Surat Teguran. 

 
 
 


